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ABSTRACT

Land parcel dislocation constitutes a discrepancy between the location,
boundaries, area, and land object recorded in land registration documents and the
actual possession and physical condition of the land. This study aims to analyze the
causes of land parcel dislocation in land certificates resulting from the land
registration project conducted under Government Regulation Number 10 of 1961 in
Sudimara Village, Tabanan District, Tabanan Regency, and to analyze the resolution
strategies implemented by the Tabanan Regency Land Office.

This research employed a qualitative approach with a single-case study
design. Data were collected through semi-structured interviews, field observations,
and documentation studies of relevant land records. The informants included
officials of the Tabanan Regency Land Olffice, representatives of the Sudimara
Village Government, rights holders, and parties familiar with the history of land
possession. The data were analyzed through data reduction, data display,
conclusion drawing, and verification.

The findings indicate that land parcel dislocation was caused by human
error, limitations in surveying equipment and methods, insufficient involvement of
landowners and adjoining landowners, inadequate application of the contradictory
delimitation principle, and ineffective dissemination and public announcement of
the land registration results. These conditions resulted in exchanged parcel
positions, shifted boundaries, discrepancies in parcel shape and area, and
inconsistencies between rights holders and land objects. The resolution strategy was
implemented collectively through the inventory and verification of land documents,
resurveying, boundary rearrangement, agreements among the parties, preparation
of official reports, and correction of registration maps, survey documents, land
books, and certificates. The resolution was undertaken through land registration
data maintenance procedures and, where necessary, land case-handling
mechanisms. The collective approach was considered the most appropriate strategy
because the affected parcels were spatially interconnected and could not be
corrected individually without potentially creating new overlaps or disputes.

Keywords: land parcel dislocation, land certificate, land registration, data
correction, legal certainty.
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai tempat tinggal dan sumber
kehidupan, tetapi juga sebagai modal utama dalam pembangunan nasional.
Oleh karena itu, kepastian hukum atas hak atas tanah menjadi kebutuhan
fundamental dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Indonesia.
Menurut Lambonan, (2018) Pengelolaan administrasi pertanahan memiliki
peran penting dalam mempermudah penentuan kebijakan, baik di bidang
pertanahan maupun sektor lain seperti perpajakan. Tertib administrasi
pertanahan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, sehingga mudah
membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang bersangkutan. Ini juga
memudahkan pemerintah dan pihak berkepentingan lain untuk memperoleh
data pertanahan yang akurat dan dapat dipercaya guna mendukung
perencanaan dan Pembangunan (Alfia Rizqi & Yusriyadi, 2018). Selain itu,
sistem administrasi pertanahan yang teratur dan terencana dapat
memperlancar proses pendaftaran tanah serta meminimalkan kendala yang

mungkin timbul di lapangan.

Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
Pendaftaran tanah merupakan serangkaian proses yang dijalankan oleh
pemerintah secara berkelanjutan dan sistematis, yang mencakup
pengumpulan informasi tentang tanah di suatu daerah, pengelolaan,
penyimpanan, serta penyajian data tersebut demi kepentingan masyarakat.
Sementara itu Yazid (2020) menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah
kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah,
pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta
pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat, yang dilakukan oleh pemerintah dan diajukan oleh masyarakat untuk
menjamin kepastian hukum atas tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum



dalam bidang pertanahan, termasuk penerbitan dan pemeliharaan bukti

kepemilikan tanah (Hum & Lubis, 2020).

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia dimulai dengan
keluarnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok - Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), sebagai dasar peraturan
yang diamanatkan pada Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa untuk menjamin
kepastian hukum, pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia. Menindaklanjuti amanat yang tertulis pada
pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 pemerintah pada saat itu
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10/1961) (Manthovani, 2017).
Sementara itu Halim (2004) menjelaskan bahwa Pendaftaran tanah PP
10/1961 diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah dan dilakukan
secara desa demi desa atau daerah setingkat desa (selanjutnya disebut
pendaftaran tanah desa lengkap). Pendaftaran ini meliputi berbagai kegiatan
mulai dari pengukuran, perpetaan dan pembukaan tanah, pendaftaran dan
peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat
pembuktian yang kuat yaitu sertipikat tanah (Hastuti, 2020). Dengan
demikian hal tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan proyek-proyek
pendaftaran tanah di berbagai daerah dengan sistem desa per desa, termasuk
pada Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi

Bali.

Selain itu, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah PP 10/1961juga
mengenal adanya pendaftaran tanah secara sporadik atau mandiri
(selanjutnya disebut dengan pendaftaran tanah desa belum lengkap),
walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam PP 10/1961, pendaftaran
tanah ini memiliki tujuan sama dengan pendaftaran tanah desa lengkap yaitu
memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah. Dalam hal ini, menurut
PP 10/1961 Pasal 16 pendaftaran tanah desa belum lengkap dapat
mengeluarkan 2 produk hukum berupa sertipikat & sertipikat sementara, hal
ini dibedakan melalui suatu tahapan persetujuan dari kepala kantor
pendaftaran tanah. Menurut (Prawira, 2025) Sertipikat sementara

merupakan surat tanda bukti hak yang hanya terdiri atas salinan buku tanah
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tanpa surat ukur. Menurut PP 10/1961 Pasal 17 Pada dasarnya sertipikat

sementara memiliki kekuatan yang sama dengan sertipikat biasa.

Seiring berjalannya waktu pelaksanaan pendaftaran tanah PP
10/1961 baik desa lengkap maupun desa belum lengkap menemui berbagai
indikasi yang muncul pada saat pelaksanaannya seperti pada proses
pemberian hasil akhir kepada masyarakat berupa sertipikat tanah, hal ini
diperkuat dengan adanya informasi terkait 308 sertipikat yang terdapat
dislokasi bidang tanah seperti pada kasus Desa Sudimara. Hal tersebut
menurut Kartono (2020) menimbulkan ketidakpastian hukum karena
banyaknya ditemukan sertipikat yang memiliki kesalahan pencatatan data
fisik dan data yuridis, hingga sertipikat yang tidak sesuai dengan kondisi
lapangan. sertipikat tidak lagi menjamin hak atas tanah yang dimiliki
masyarakat, sehingga kemungkinan tumpang tindih sertipikat pada bidang

tanah yang sama dapat terjadi.

Meskipun regulasi perbaikan data telah diatur dalam PP 24 Tahun
1997, Kenyataannya masih sering dijumpai permasalahan sertipikat yang
salah data fisik akibat turunan dari program pendaftaran tanah era PP
10/1961. Salah satu contohnya terjadi di Desa Sudimara, Kecamatan
Tabanan, Kabupaten Tabanan, dimana adanya laporan dari masyarakat tekait
308 sertipikat tanah yang mengalami dislokasi pada sertipikat tanah
keluaran tahun 1974, seperti ketidaksesuaian letak bidang, ukuran luas,
maupun batas bidang tanah dengan kondisi aktual di lapangan. Hal ini
bermula saat terjadi proyek PP 10 atau desa lengkap, Dalam tulisannya
Sumarja (2015) menyebutkan kurangnya anggaran, alat dan sumber daya
manusia menjadi penyebab utama dalam perjalanan pendaftaran tanah di
Indonesia yang tidak selalu mulus, meski telah dimulai sejak tahun 1961
dengan dikeluarkannya PP Nomor 10 Tahun 1961 Hal tersebut menimbulkan
adanya sengketa, konflik pertanahan maupun produk hukum berupa

sertipikat yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Permasalahan ini menjadi kompleks karena sebagian besar bidang
tanah tersebut telah berpindah tangan, diwariskan, atau dimanfaatkan secara

turun-temurun tanpa adanya pembaruan data di Kantor Pertanahan. Dalam



hal ini, kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana
diamanatkan oleh PP 24 Tahun 1997 belum terlaksana secara optimal.
Sebagaimana dikemukakan oleh Ardani et al. (2022), tertib administrasi
pertanahan dapat tercapai apabila terdapat kolaborasi yang harmonis antara
peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi
yang relevan, serta adaptasi kebijakan dan prosedur administrasi terhadap
kondisi sosial budaya masyarakat, dengan didukung oleh keterlibatan aktif
masyarakat dalam proses pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian

hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) telah menegaskan pentingnya pembaruan data pertanahan
melalui berbagai kebijakan, antara lain melalui program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) dan pemutakhiran data berbasis digital. Namun
demikian, kasus seperti di Desa Sudimara menunjukkan bahwa
permasalahan historis yang berasal dari proyek pendaftaran tanah masa lalu
masih menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tertib administrasi

pertanahan saat ini.

Dalam konteks penyelesaian masalah sertipikat dislokasi bidang
tanah, Strategi penyelesaian masalah sertipikat harus mempertimbangkan
partisipasi masyarakat, koordinasi dengan pemerintah desa, penggunaan
teknologi pemetaan modern seperti pengukuran GNSS dan sistem informasi
geospasial (SIG) untuk memastikan akurasi data fisik yang baru, serta
diperlukan strategi yang komprehensif meliputi kegiatan identifikasi
kesalahan, verifikasi batas bidang, pengukuran ulang, penyesuaian peta
bidang tanah, hingga pembetulan sertipikat sesuai prosedur yang diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun
1997 (Nurasa & Aries Mujiburohman, 2020). Adapun, dimuat dalam Bab IV
Peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
bahwa sertipikat tanah yang memiliki indikasi cacat hukum dalam
penerbitannya dapat dilakukan pembatalan hak atas tanah sesuai dengan

ketentuan yang di tetapkan. Sejealan dengan itu, pada Pasal 62 Ayat (1)
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Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan menjelaskan
bahwa sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi
dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan

data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi
penyelesaian dislokasi bidang tanah pada 308 sertipikat tanah di Desa
Sudimara pasca proyek PP 10, mengingat permasalahan ini tidak hanya
berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi,
dan hukum masyarakat setempat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas data
pertanahan dan menjadi acuan bagi Kantor Pertanahan di daerah lain dalam

melakukan perbaikan data hasil pendaftaran tanah lama.

. Rumusan Masalah

Kesalahan data fisik dalam sertipikat tanah merupakan salah satu
permasalahan klasik dalam administrasi pertanahan di Indonesia.
Permasalahan ini muncul sejak awal pelaksanaan pendaftaran tanah secara
nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah. Pada masa itu, kegiatan pengukuran dan pemetaan masih
dilakukan secara manual dengan keterbatasan teknologi, sumber daya
manusia, serta ketidakseragaman metode pengukuran. Akibatnya, banyak
bidang tanah yang datanya tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi di
lapangan. Kesalahan tersebut baru terungkap seiring dengan meningkatnya
kebutuhan masyarakat terhadap data spasial yang presisi, terutama pasca

diberlakukannya sistem digitalisasi data pertanahan.

Salah satu kasus yang menonjol terjadi di Desa Sudimara,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, di mana ditemukan sertipikat
tanah dengan dislokasi bidang tanah, seperti ketidaksesuaian batas, luas, dan
posisi bidang tanah. Permasalahan ini berakar dari hasil proyek pendaftaran
tanah desa lengkap, kondisi seperti ini mengakibatkan tumpang tindih
bidang tanah dan ketidaksesuaian antara peta pendaftaran dengan kondisi

aktual di lapangan. Kesalahan ini berdampak pada terganggunya kepastian



hukum, administrasi pertanahan, serta pelayanan publik di bidang

pertanahan.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan beberapa regulasi yang
mengatur mekanisme perbaikan data pertanahan, di antaranya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, serta Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Regulasi tersebut
menjadi dasar hukum bagi Kantor Pertanahan untuk melakukan pembetulan
data fisik, pengukuran ulang (re-survey), serta penyesuaian peta pendaftaran
agar keakuratan data tanah dapat terjamin. Namun, dalam praktiknya,
perbaikan data sering kali menghadapi kendala teknis dan sosial, seperti
keterbatasan arsip peta lama, belum lengkapnya data digital, serta perbedaan

persepsi masyarakat mengenai batas tanah.
Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengapa terjadi dislokasi bidang tanah pada sertipikat tanah hasil
proyek pendaftaran tanah PP 10/1961 di Desa Sudimara, Kecamatan

Tabanan, Kabupaten Tabanan?

2. Bagaimana strategi penyelesaian dislokasi bidang tanah tersebut sesuai

dengan ketentuan peraturan pertanahan yang berlaku?
. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya dislokasi
bidang tanah hasil pendaftaran tanah PP 10/1961 pada tahun 1974 di

Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.



2. Untuk mengidentifikasi strategi penyelesaian yang dilakukan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam memperbaiki

dislokasi bidang tanah pada sertipikat tanah.

Selain tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian secara teoritis dan
praktis terkait dislokasi bidang tanah pada sertipikat di Desa Sudimara
adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya
terkait dengan pengelolaan data fisik tanah, validasi peta kadaster,
dan implementasi kebijakan perbaikan data pertanahan. Selain itu,
hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian
selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa dalam konteks

pendaftaran tanah dan reforma agraria.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, hasil penelitian ini
dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam penyusunan
strategi penyelesaian dislokasi bidang tanah pada sertipikat tanah
agar proses pembetulan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat Desa Sudimara,
penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai
pentingnya akurasi data fisik dan yuridis dalam sertipikat tanah
untuk mewujudkan kepastian hukum serta mencegah timbulnya

konflik pertanahan.



BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dislokasi bidang tanah di Desa Sudimara bersumber dari pelaksanaan
pendaftaran tanah secara massal (desa lengkap) pada tahun 1974. Indikasi
kesalahan sebenarnya telah diketahui oleh sebagian masyarakat sejak
sertipikat ~ diterbitkan, tetapi belum memperoleh penyelesaian.
Permasalahan kemudian semakin terlihat ketika sertipikat digunakan
untuk keperluan jual beli, pewarisan, pemecahan bidang, pengajuan
agunan, kegiatan PTSL, dan pelayanan pertanahan lainnya. Dislokasi
tersebut membentuk pola yang kompleks, menyebar, dan saling berkaitan
antarbidang. Penyebarannya tidak terkonsentrasi pada satu lokasi, tetapi
ditemukan hampir di seluruh wilayah Desa Sudimara, terutama pada
kawasan persawahan. Bentuknya meliputi pola pertukaran bidang, yaitu
bidang yang tercantum dalam sertipikat menunjuk pada tanah yang secara
nyata dikuasai oleh pemilik lain, serta pola pergeseran batas, yang
menyebabkan ketidaksesuaian letak, bentuk, ukuran, dan luas bidang

antara sertipikat dengan kondisi aktual di lapangan.

Kesalahan tersebut juga membentuk pola berantai karena
kesalahan letak satu bidang berhubungan dengan bidang-bidang lain di
sekitarnya. Dari kurang lebih 1.108 bidang tanah yang didaftarkan pada
tahun 1974, terdapat 308 sertipikat yang bidang tanahnya terindikasi
mengalami dislokasi. Dislokasi tersebut terjadi akibat akumulasi
kelemahan teknis, prosedural, dan administratif dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah. Faktor penyebabnya meliputi kesalahan petugas
dalam pengukuran, pemetaan, pencatatan, dan penempatan gambar
bidang; keterbatasan alat serta metode pengukuran pada masa itu;
kurangnya tenaga yang kompeten; serta tidak optimalnya keterlibatan
pemegang hak dan pemilik tanah yang berbatasan dalam menunjukkan
dan menyepakati batas bidang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

asas kontradiktur delimitasi belum diterapkan secara optimal. Selain itu,
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kurangnya sosialisasi dan tidak efektifnya pengumuman hasil
pengumpulan data fisik dan data yuridis menyebabkan masyarakat tidak
memperoleh kesempatan yang memadai untuk memeriksa serta
mengajukan keberatan sebelum sertipikat diterbitkan. Akibatnya, data
fisik dan data yuridis dalam sertipikat tidak sesuai dengan kondisi
penguasaan tanah di lapangan sehingga mengganggu kepastian subjek
dan objek hak serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan

sengketa pertanahan.

. Strategi penyelesaian dislokasi bidang tanah yang dilakukan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Tabanan dilaksanakan melalui pendekatan
kolektif dengan melibatkan Pemerintah Desa Sudimara, pemegang hak,
ahli waris, pemilik bidang yang berbatasan, pekaseh, kepala kewilayahan,
dan tokoh masyarakat. Pendekatan kolektif dipilih karena kesalahan letak
pada satu sertipikat berkaitan dengan posisi bidang dan sertipikat lain,
sehingga penyelesaian secara individual berpotensi menimbulkan
tumpang tindih atau memindahkan permasalahan ke bidang lainnya.
Tahapan penyelesaiannya meliputi inventarisasi laporan masyarakat,
pemeriksaan dan pencocokan sertipikat, buku tanah, surat ukur, gambar
ukur serta peta pendaftaran, verifikasi riwayat penguasaan tanah,
pengukuran ulang, penataan dan kesepakatan batas bersama pemilik
tanah penyanding, serta pembuatan surat pernyataan dan berita acara.
Hasil pengukuran dan kesepakatan para pihak selanjutnya digunakan
sebagai dasar untuk memperbaiki peta pendaftaran, gambar ukur, surat
ukur, buku tanah, dan sertipikat. Dalam hal sertipikat hilang atau tidak
pernah diterima, sertipikat pengganti baru dapat diterbitkan setelah
kebenaran data fisik dan yuridis dipastikan. Secara teknis, penyelesaian
tersebut dilaksanakan melalui mekanisme perbaikan data berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.
Strategi tersebut telah menghasilkan penyelesaian terhadap kurang lebih
40 sertipikat, tetapi belum seluruh bidang dapat diselesaikan karena
masih terdapat kendala berupa dokumen lama yang tidak lengkap,

pemegang hak yang telah meninggal dunia, ahli waris yang sulit
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dikumpulkan, ketidakhadiran pemilik tanah penyanding, serta perbedaan

kepentingan masyarakat.

B. SARAN

1.

Kementerian ATR/BPN perlu menyusun pedoman teknis yang lebih
jelas mengenai hubungan antara mekanisme pemeliharaan data
berdasarkan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 dan penanganan kasus
pertanahan berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.
Pedoman tersebut perlu memuat kriteria, tahapan, serta pembagian
kewenangan yang tegas agar Kantor Pertanahan dapat menentukan
mekanisme penyelesaian secara tepat, seragam, dan memberikan
kepastian hukum kepada masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan perlu aktif melanjutkan
identifikasi dan penyelesaian terhadap sertipikat yang masih terindikasi
mengalami dislokasi bidang tanah. Penyelesaian sebaiknya dilakukan
secara kolektif dengan melibatkan Pemerintah Desa Sudimara,
pemegang hak, ahli waris, dan pemilik tanah yang berbatasan agar
proses pengukuran ulang dan penataan batas dapat dilakukan secara
lebih efektif.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, terutama
mengenai pentingnya memeriksa nama pemegang hak, letak, luas,
bentuk, dan batas bidang tanah yang tercantum dalam sertipikat.
Masyarakat juga perlu didorong untuk segera melaporkan apabila
ditemukan ketidaksesuaian data atau terjadi perubahan akibat pewarisan,
pemecahan, peralihan hak, maupun perubahan batas bidang tanah.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih
mendalam mengenai mekanisme penyelesaian bidang tanah yang
tumpang tindih melalui pendekatan yuridis, teknis, dan sosial, sehingga
dapat diperoleh model penyelesaian yang lebih efektif, efisien, dan

memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.
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